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ABSTRAK :   -   Untuk mencapai cita-cita dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu 

membangun masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu 
dilakukan pemekaran di wilayah Provinsi Papua, dengan memperhatikan aspirasi 
masyarakat Papua untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan 
pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat serta mengangkat harkat dan 
marta bat Orang Ash Papua, khususnya di Kabupaten Nabire, Kabupaten Puncak 
Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak, Kabupaten Dogiyai, 
Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Deiyai dan Ketentuan peraturan perundang-
undangan yang ada belum optimal dalam mewujudkan masyarakat adil, makrmur, 
dan sejahtera, khususnya di Kabupaten Nabire, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten 
Paniai, Kabupaten Mirnika, Kabupaten Puncak, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan 
Jaya, dan Kabupaten Deiyai, perlu membentuk Undang-Undang tentang 
Pembentukan Provinsi Papua Tengah. 

 
  -  Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah: UUD 1945 Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, 

Pasal 21, dan Pasal 22D ayat (2); UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan UU No. 21 Tahun 2021. 

 
-  Dalam Undang-Undang ini diatur tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah 

dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur 
tentang dibentuk Provinsi Papua Tengah yang diberi Otonomi Khusus dalam 
kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Provinsi Papua Tengah berasal dari 
sebagian wilayah Provinsi Papua yang terdiri dari Kabupaten Nabire, Kabupaten 
Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak, Kabupaten 
Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Deiyai. Provinsi Papua Tengah 
mempunyai batas daerah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Waropen, 
Kabupaten Mamberamo Raya, dan Teluk Cendrawasih, sebelah timur berbatasan 
dengan Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Tolikara, dan 
Kabupaten Asmat, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Aru; dan sebe1ah barat 
berbatasan dengan Kabupaten Kaimana dan Kabupaten Teluk Wondama Provinsi 
Papua Barat. Provinsi Papua Tengah memiliki kewenangan pengelolaan sumber daya 
alam di laut provinsi, dengan ketentuan dan tata cara penarikan garis batas 
kewenangan pengelolaan sumber daya alam di laut provinsi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. Penegasan batas daerah Provinsi Papua 
Tengah secara pasti di lapangan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri. Dengan terbentuknya Provinsi Papua Tengah, Pemerintah Provinsi Papua 
Tengah menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tengah sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah kabupaten dalam 
cakupan wilayah Provinsi Papua Tengah wajib menyesuaikan Rencana Tata Ruang 
Wilayah dengan mengacu Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tengah. Ibu 
Kota Provinsi Papua Tengah berkedudukan di Kabupaten Nabire. Urusan 
pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Provinsi Papua Tengah mencakup 
urusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Gubernur dan 
Wakil Gubernur pertama kali dipilih dan disahkan melalui tahapan pemilihan kepala 
daerah serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebelum 
Gubernur dan Wakil Gubernur definitif dilantik, Presiden mengangkat Penjabat 
Gubernur dari pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan pimpinan tinggi madya 



berdasarkan usul Menteri Dalam Negeri dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) 
tahun. Apabila Gubernur dan Wakil Gubernur definitif belum dilantik, Presiden dapat 
mengangkat kembali Penjabat Gubernur sampai dilantiknya Gubernur dan Wakil 
Gubernur definitif. Pendanaan pertama kali pelaksanaan fasilitasi pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara dan dapat didukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Provinsi Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk 
menyelenggarakan pemerintahan di Provinsi Papua Tengah dibentuk perangkat 
daerah yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat DPR Papua Tengah, sekretariat 
MRP Provinsi Papua Tengah, dinas daerah, badan daerah serta un sur perangkat 
daerah lainnya dengan mempertimbangkan kekhususan, kebutuhan, dan 
kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Perangkat daerah wajib dibentuk oleh Penjabat Gubernur Papua Tengah 
paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan. DPR Papua Tengah 
terdiri atas anggota yang dipilih dalam pemilihan umum sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan, dan diangkat dari un sur OAP sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggota DPR Papua Tengah untuk 
pertama kali ditetapkan berdasarkan hasil pemilihan umum tahun 2024. Penetapan 
hasil seleksi anggota DPR Papua Tengah yang diangkat paling lambat 3 (tiga) bulan 
sebelum Komisi Pemilihan Umum menetapkan anggota DPR Papua Tengah yang 
terpilih melalui pemilihan umum. Penjabat Gubernur Papua Tengah untuk pertama 
kalinya mempersiapkan dan bertanggung jawab memfasilitasi pembentukan MRP 
Provinsi Papua Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Gubernur Papua bersama Penjabat Gubernur Papua Tengah mengatur dan 
melaksanakan manajemen aparatur sipil negara, penyerahan aset serta dokumen 
kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang- undangan. Bupati Nabire, Bupati Puncak Jaya, Bupati Paniai, Bupati 
Mimika, Bupati Puncak, Bupati Dogiyai, Bupati lntan Jaya, dan Bupati Deiyai bersama 
Penjabat Gubernur Papua Tengah mengatur dan melaksanakan manajemen aparatur 
sipil negara, penyerahan aset serta dokumen kepada Pemerintah Provinsi Papua 
Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Provinsi Papua 
Tengah berhak mendapatkan alokasi transfer ke daerah berdasarkan kemampuan 
keuangan negara dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan. Pembagian penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi 
Khusus kepada Provinsi Papua Tengah dan kabupaten di Provinsi Papua Tengah 
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah 
Kabupaten Nabire, Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya, Pemerintah Kabupaten 
Paniai, Pemerintah Kabupaten Mimika, Pemerintah Kabupaten Puncak, Pemerintah 
Kabupaten Dogiyai, Pemerintah Kabupaten Intan Jaya, dan Pemerintah Kabupaten 
Deiyai sesuai dengan besaran kebutuhan dan kesanggupannya dapat memberikan 
hibah untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Papua 
Tengah. Ketentuan mengenai tata cara pembentukan dan jumlah anggota MRP 
Provinsi Papua Tengah untuk pertama kalinya diatur dengan Peraturan Gubernur 
yang ditetapkan oleh Penjabat Gubernur Papua Tengah. Ketentuan mengenai 
pengisian jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan 
Perwakilan Daerah Republik Indonesia, DPR Papua Tengah dan penetapan daerah 
pemilihan pada pemilihan umum tahun 2024 sebagai akibat dibentuknya Provinsi 
Papua Tengah diatur lebih lanjut dalam undang-undang mengenai pemilihan umum.  

 
CATATAN:  -  Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Juli 2022. 

- Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) 
tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. 

- Penjelasan: 5 hlm 


